CASCADING INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2026

VISI RPIJMD

Terwujudnya Pasaman Barat Maju, Sejahtera Yang Berkeadilan Berlandaskan
Agama dan Budaya

||

MISI 5. RPJMD

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, serta
Pelayanan Publik Yang Prima

1

TUJUAN 5 RPIJIMD

Terciptanya pemerintahan yang berdaya saing, efektif dan bermartabat

IK. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

]

SASARAN 14 RPJMD

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Berintegritas dan Inovatif

IK. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Eselon II Cascading Inspektorat TUJUAN

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

IK 1. Level Maturitas SPIP Terintegrasi




SASARAN 1

Terselenggaranya Pengawasan Internal
terhadap Tata Kelola Pemerintahan

INDIKATOR SASARAN

1. Indeks Integritas (Angka)

2. Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal Pada Penilaian Sakip
(Nilai)

Program Penyel

ggaraan Peng

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan
Asistensi

1.Level Maturitas SPIP terintegrasi
2.Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran

N-1

1. Indeks Manajemen Risiko (Nilai)
2. Kapabilitas APIP (Indeks)

100%

43 Perangkat Daerah

SASARAN 2

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat

INDIKATOR SASARAN

1. Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)

Program Penunjang Urusan Pemeri

han Daerah Kat

en/Kota

Persentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah (%)

100%

Penyelenggaraan
Pengawasan Internal

Penyelenggaraan

Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang

L 4 4
Tujuan Tertentu

Peng dan
Fasilitasi Pengawasan

Pendampingan dan
Asistensi

Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Administrasi
Kepeg ian Per kat|
Daerah

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah

Daerah

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Terlaksananya Pemeriksaan
Pengawasan Internal,
Persentase Pemantauan
Kinerja dan Keuangan

Terselesaikannya Kasus
Khusus dan Kerugian Daerah
yang Ditangani

Tersusunnya Laporan terkait
Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan yang Disusun

Terlaksananya Pendampingan
dan Asistensi yang Dilakukan

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan dan Laporan
Evaluasi Kinerja Inspektorat
Daerah

Terpenuhinya Gaji/ Tunjangan
ASN dan Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN pada

Inspektorat Daerah

Terpenuhinya Administrasi
Kepegawaian dan
Pengembangan Kompentensi
seluruh ASN Inspektorat
Daerah

Terpenuhinya Layanan
Administrasi Umum
Perkantoran di Inspektorat
Daerah

Tersedianya Pengadaan
Barang Milik Daerah untuk
Menunjang Urusan Inspektorat
Daerah

Tersedianya Jasa Penunjang
Urusan Inspektorat Daerah

Terlaksananya Pemeliharaan
Barang Milik Daerah untuk
Menunjang Urusan Inspektorat|




Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah

Kerugian Negara/ Daerah

Per ij; Teknis
di Bidang Pengawasan

D

Verifikasi dan
Reformasi Birokrasi

Daerah

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Bimbingan Teknis

Penyediaan Komponen

Perundang-Undangan

i Listrik/
Bangunan Kantor

Dinas

Jasa

Operasional atau Lapangan

Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Kinerja Pemerintah Daerah
(Laporan)

Jumlah Laporan Penyelesaian
Kerugian Negara/Daerah yang
Ditangani (Laporan)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan
Teknis di Bidang Pengawasan yang|
Disusun (Rekomendasi)

Jumlah Perangkat Daerah yang
Dilakukan Pendampingan,
Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi (perangkat
daerah)

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Dokumen)

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)

Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
(Orang)

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan (Paket)

Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Disediakan (Unit)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya (Unit)

Pengawasan

Pemberantasasn Korupsi

dan Fungsi

dan Perlengkapan Kantor

5 Laporan 20 Laporan 1210 Rekomendasi 32 Perangkat Daerah 8 Dokumen 80 Orang/ Bulan 10 4 Paket 2 Unit 12 Laporan 8 Unit
Koordinasi, Monitoring dan Penyediaan Jasa
- Perumusan Kebijakan Teknis o " " P - Pendidikan dan Pelatihan " " Pemeliharaan, Biaya
dengan Tujuan di Bidang Fasilitasi Evaluasi serta Verifikasi Kinerja y AT s Penyediaan Peralatan dan P e Penyediaan Jasa Peralatan Pemeliharaan, Pajak dan
Pemerintah Daerah Tertentu 9 Pencegahan dan Daerah Pelaksanaan Tugas ASN 9 g Perlengkapan Kantor 9 s Pa)

Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Keuangan Pemerintah Daerah
(Laporan)

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan
Teknis di Bidang Fasilitasi
Pengawasan yang Disusun

Jumlah Kegiatan Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan dan

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah (Laporan)

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN (Dokumen)

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan (Unit)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Desa (Laporan)

19 Laporan

Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring
dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
(Dokumen )

8 Dokumen

Jumlah Perangkat Daerah yang
Dilakukan Pendampingan, Asistensi
dan Verifikasi Penegakan Integritas|
(perangkat daerah)

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
(Dokumen)

41 Perangkat Daerah

20 Dokumen

(Rekomendasi) Pemberantasan Korupsi (Kegiatan) Pendidikan dan Pelatihan (Orang) Disediakan (Paket) yang Disediakan dan Perizinannya (Unit)

75 Laporan 20 Laporan 100 Rekomendasi 4 Kegiatan 10 Laporan 25 Dokumen 25 Orang 4 Paket 5 Unit 12 Laporan 90 Unit
Pendam_pmgafn, LA G Koordinasi dan Penyusunan dan Rumah Pengadaan Gedung Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Eene iaraaniRetab e

Pengawasan Desa Verifikasi Penegakan P N N - g Kantor dan

Integritas DPA-SKPD Administrasi Kepegawaian Tangga atau Bangunan Lainnya Umum Kantor et

Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian (Dokumen)

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan (Paket)

Jumlah Unit Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan (Unit)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

76 Dokumen

4 Paket

]

12 Laporan

2 Unit

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan
(Paket)

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan (Unit)

4 Paket

0

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)

12 Laporan

Pengadaan Sarana dan

Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan (Unit)

0

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara (Unit)

8 Unit

INSPEKTUR DAERAH

EMNITA NADIRUA, SE.,MM.,CGCAE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19750831 200604 2 005












